
57 
 

BAB V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dan dianalisis, maka dalam 

penelitian ini dihasilkan beberapa kesimpulan yang menjadi jawaban atas 

beberapa permasalahan yang telah dirumuskan, kesimpulan tersebut sebagai 

berikut: 

1. Pendaftaran tanah wakaf berdasarkan AIW atau APAIW: 

a. Sertifikat hak atas tanah atau sertifikat hak milik atas satuan 

rumah susun yang bersangkutan atau tanda bukti pemilikan 

tanah lainnya; 

b. Surat pernyataan dari yang bersangkutan, bahwa tanahnya 

tidak dalam sengketa, perkara, sitaan dan tidak dijaminkan 

yang diketahui  oleh kepala desa atau lurah sebutan lain yang 

setingkat, yang diperkuat oleh camat setempat; 

c. Izin dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan dalam hal tanahnya diperoleh dari 

instansi pemerintah; 

d. Izin dari pejabat bidang pertanahan apabila dalam sertifikat 

dan keputusan pemberian haknya diperlukan izin pelepasan; 

e. Izin dari pemegang hak pengelolaan atau hak milik dalam hal 

hak guna bangunan atau hak pakai yang diwakafkan. 
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2. Dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 tentang wakaf 

dinyatakan, bahwa menteri dan Badan Wakaf Indonesia, 

mengadministrasikan pendaftaran harta benda wakaf. Namun sangat 

disayangkan petunjuk teknis dari pasal ini tidak ada, sehingga 

sampai hari ini sertifikat harta wakaf hanya disimpan oleh nazhir dan 

PPAIW. Maka dari itu upaya yang di lakukan dari beberapa 

pemerintah antara lain: 

a. Konsultasi (consultation) Dimana camat berupaya 

memperbaiki hubungan antar kedua belah pihak yang 

bersengketa serta mengembangkan kemampuan pihak yang 

bersengketa. 

b. Penengahan (mediasi) Cara penyelesaian ini camat 

menengahi sengketa yang terjadi, camat dapat membantu 

mengumpulkan fakta dengan mengundang kedua belah 

pihak. 

c. Arbitrase (arbitration) Dalam upaya ini camat mendengerkan 

keluhan kedua belah pihak yang bersengketa dan camat juga 

mencari pemecahan permasalahan tersebut. 

B. Saran  

Berdasarkan penelitian tentang status tanah wakaf di kecamatan dungingi 

kota gorontalo dengan ini studi kasus masjid al-qamar, maka peneliti 

memberikan saran sebagai berikut: 
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a. Perlu adanya sosialisasi tentang perwakafan untuk 

menghilangkan kurangnya pemahaman terhadap pendaftaran 

wakaf yang disebabkan oleh wakif dan nadzir sebelum 

menentukan status hukum tanah. 

b. Melakukan musyawarah dengan para pihak yang akan 

melakukan pemberian tanah untuk diwakafkan sebagai masjid, 

dan perlu adanya pengawasan yang lebih ketat dari Kantor 

Urusan Agama (KUA) dan melakukan bimbingan yang lebih 

baik terhadap takmirul masjid dan melakukan penyuluhan 

terhadap wakif serta masyarakat agar tidak menjadi 

penyimpangan terhadap ketentuan undang-undang. 
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